BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap
hak-hak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian
di wilayah Indonesia yaitu seperti dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dijelaskan apabila orang asing yang
dikenai tindakan administratif keimigrasian dapat mengajukan keberatan
pada Menteri. Berdasarkan aspek perlindungan Hak Asasi Manusia
dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia Pasal 5 ayat (1) dan (2), dijelaskan dimana semua orang tanpa
membedakan status kewarganegaraannya yang mengalami pelanggaran
terhadap hak asasinya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum
serta mendapatkan perlindungan yang adil dan tidak berpihak. Selain itu,
perlindungan dari sisi keimigrasian juga dapat kita temukan dalam
tindakan pemerintah. Seperti yang terdapat dalam beberapa instrument
hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia termasuk terhadap
pengesahan beberapa konvensi internasional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka pemerintah Indonesia
dapat dikatakan sudah melaksanakan kewajiban dalam memberikan
perlindungan terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran

keimigrasian. Upaya pemberian perlindungan terhadap hak asasi warga
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negara asing yang telah melakukan pelanggaran yang diberikan
keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Denpasar, seperti
pemenuhan terhadap kebutuhan primer manusia seperti sandang, pangan
dan papan antara lain seperti persediaan air bersih, penyediaan kebutuhan
makanan dan minuman dan hiburan. Dipastikan juga hak-hak mereka
tetap terjamin dan dalam pelaksanaan pendeportasian warga negara asing
tersebut tidak dilakukan dengan cara yang tidak baik terlebih

menggunakan tindak kekerasan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut :

Sebaiknya kantor Imigrasi Kelas | TPI Denpasar dalam memberikan
sanksi tidak hanya berdasarkan aturan hukum semata, namun juga perlu
memperhatikan hak-hak setiap warga negara asing tersebut agar tetap terjaga

seperti hak mendapatkan perlindungan terhadap diri dan hartanya.
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